SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG

PENGGUNAAN BUKTI LULUS UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Menimbang

BERUPA KARTU UJI DAN TANDA UJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal
Perhubungan Darat Nomor : 2874/ AJ.402/ DRJD/ 2017
tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala
Kendaraan Bemotor sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor:
2922/ AJ.402/ DRJD/ 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor:
2874/ AJ.402/ DRJD/ 2017 tentang Pedoman Teknis
Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor serta Surat
Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor:
SE.1/AJ.502/DRJD/2019 tentang Perubahan
Penggunaan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan
Bermotor Berupa Buku Uji, Tanda Uji, Dan Tanda
Samping Kendaraan Bermotor Menjadi Kartu Uji Dan
Tanda Uji- telah diatur ketentuan terkait penggunaan
bukti lulus uji berkala dari semula berupa Buku Uji,
Tanda Uji, dan Tanda Samping Kendaraan Bermotor
berubah menjadi Kartu Uji dan Tanda Uji;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a serta guna kelancaran
pelaksanaan penggunaan bukti lulus uji berkala berupa
Kartu Uji Dan Tanda Uji, maka perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Penggunaan Bukti Lulus Uji



Mengingat

Berkala Kendaraan Bermotor Berupa Kartu Uji Dan
Tanda Uji;

. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang

Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5317);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun

2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1296);

. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor :

2874/ AJ.402/ DRJD/ 2017 tentang Pedoman Teknis
Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bemotor sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal
Perhubungan Darat Nomor: 2922/ AJ.402/ DRJD/ 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal
Perhubungan Darat Nomor: 2874/ AJ.402/ DRJD/ 2017



Menetapkan

tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala

Kendaraan Bermotor;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN BUKTI
LULUS UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR BERUPA
KARTU UJI DAN TANDA UJI.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Penggunaan Bukti
Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Berupa Kartu Uji
Dan Tanda Uji.

Pasal 2

(1) Kendaraan wajib uji berkala yang telah dinyatakan lulus
pemeriksaan dan pengujian diberikan Bukti Lulus Uji
Berkala Kendaraan Bermotor.

(2) Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam
bentuk:

a. Kartu Uji; dan
b. Tanda Uji.

(3) Kartu Uji dan Tanda Uji sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a dan huruf b berlaku di seluruh wilayah

Indonesia.

Pasal 3

(1) Kartu Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
huruf a, terdiri dari:
a. Kartu Uji berupa kartu pintar (smart card); dan
b. Kartu Uji berupa kertas yang memiliki unsur-unsur
pengaman.
(2) Kartu Uji berupa kartu pintar (smart card) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Kartu Uji yang

terbuat dari bahan tertentu yang di dalamnya terdapat



mikroprosesor untuk menyimpan dan memproses data
yang dapat dibaca dengan peralatan teknologi yang
menggunakan sistem Radio Frequency Identification
(RFID,).

(3) Kartu Uji berupa kertas yang memiliki unsur-unsur
pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
berupa Kartu Uji yang terbuat dari kertas serta memiliki
unsur-unsur pengaman yang memuat data-data teknis
kendaraan wajib uji.

(4) Kartu Uji berupa kartu pintar (smart card) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat digunakan untuk
2 (dua) kali masa pengujian.

(5) Kartu Uji berupa kertas yang memiliki unsur-unsur
pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
berlaku selama jangka waktu 6 (enam) bulan.

(6) Kartu Uji harus mendapat pengesahan dari Penguji
Kendaraan Bermotor yang telah memiliki wewenang

mengesahkan hasil uji berkala kendaraan bermotor.

Pasal 4

(1) Tanda Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
huruf b, merupakan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan
Bermotor berupa stiker Tanda Uji yang terdiri dari
gabungan antara stiker hologram dan kertas yang
memiliki unsure unsur pengaman.

(2) Tanda Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku

selama jangka waktu 6 (enam) bulan.
Pasal 5
Penulisan data dalam Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan
Bermotor dilakukan dengan komputer menggunakan
Bahasa Indonesia dan terjemahan dalam Bahasa Inggris.

Pasal 6

Ketentuan mengenai:

a. data pada Kartu Uji dan Tanda Uji;



b. spesifikasi teknis Kartu Uji dan Tanda Uji;

c. unsur-unsur pengaman Kartu Uji dan Tanda Uji;

d. pembuatan Kartu Uji dan Tanda Uji; dan

e. pengadaan Kartu Uji dan Tanda Uji;

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala

Kendaraan Bermotor.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 31 Januari 2020

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 31 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020 NOMOR 5

Salinam sesuai dengan aslinva

Pembina
NIP 19740206 200003 1 OD4



